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Abstrak  

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat, dan 
melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yang di dalamnya termasuk bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. 
Teknologi informasi yang semakin pesat, telah mempengaruhi sistem pengelolaan data dan menjadi sebuah 
dukungan bagi sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk membantu kinerja dan 
peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan globalisasi karena dinamika kehidupan yang semakin 
modern. Penyusunan ini bertujuan untuk mengethui pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu perlu 
juga untuk mengambil langkah apa yang tepat untuk penerapan dalam laporan keuangan pada suatu SKPD. 

Kata Kunci: Devinisi, Sistem, dan Pelaporan. 
 

Abstract [Font: Cambria, size, 10, Italic, Bold] 
 Local government financial accounting is part of public sector accounting that records and reports all 
transactions related to regional finance, which includes forms of wealth related to rights and obligations. 
Information technology that is growing rapidly, has affected the data management system and has become a support 
for existing resources within an organization or company to assist the performance and role of human resources in 
facing the challenges of globalization due to the dynamics of increasingly modern life. This preparation aims to find 
out financial reporting in local governments. In addition, it is also necessary to take what steps are appropriate for 
implementation in the financial statements of an SKPD. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi 

keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga 

dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. 

 

 Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan yaitu PMK no. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintahan Pusat, maka sistem akuntansi pemerintah pada tingkat permerintah 

daerah diatur dengan Pemendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 2 

Daerah perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu pada pasal 232 yang mengatur 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi 

pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat 

dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang 

berkualiatas. 

 Pada hakekatnya didalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan 

keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi 

pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang 

berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada SAP. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. bagaimanakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah? 

2. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 

3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. 

2. Penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

3. Aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini mengharapkan dapat memberi 

manfaat bagi: 

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

akuntansi dan untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan daerah.  

2. Peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai topik yang sama. 

 

2.1 Tinjauan Teoritas 
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 Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk menyediakan data dan informasi kuantitatif, 

terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari satuan usaha yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 

 Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, penyajian atau pelaporan 

data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 Akuntansi keuangan daerah menurut Tanjung adalah proses pencatatan, penggolongan 

dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian 

yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 Menurut Abdul Halim akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut : 

“Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu 

daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. 

 

2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

 Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut pernyataan para ahli 

yaitu sebagai berikut :  

 Menurut Agus Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Sistem merupakan kumpulan elemen-

elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukan suatu kumpulan saling 

berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, 

sasaran atau akhir dari sistem. 

  Sistem Akuntansi, menurut Mulyadi Sistem Akuntansi adalah “Organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan”. Berdasarkan definisi diatas, maka 

diketahui bahwa sistem akuntansi terdiri dari elemen-elemen pokok yaitu formulir, catatan serta 

laporan. Menurut Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2011 Sistem Akuntansi 

Pemerintahan Daerah merupakan “serangkaian prosedur manual dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah 

Daerah”. 

 Adapun menurut Abdul Halim sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan 

sebagai berikut : “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, 

pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, 

kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh 

pihak-pihak yang memerlukan”.  

 Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara 

manual atau menggunakan komputer. 

 

2.3 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

 Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise mengatakan bahwa 

tujuan akuntansi pemerintahan adalah : 

a) Pertanggungjawaban Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam 

bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan 

dengan operasi unit-unit pemerintahan. 
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b) Manajerial Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang 

diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian 

anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja 

pemerintah. 

c) Pengawasan Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya 

pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. 

 

 Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem 

akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang 

digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak 

mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah.  

 Menurut Muhammad Gade tujuan sistem akuntansi keuangan daerah : 

a. Menjaga aset pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan 

pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima 

umum. 

b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan 

keuangan pemerintah pusat (daerah), baik secara nasional (daerah) maupun instansi yang 

berguna sebagai dasar pengkuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi 

anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. 

c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan 

pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan. d. Menyediakan informasi keuangan yang 

berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah 

secara efisien.  

 Dari definisi sistem akuntansi keuangan daerah dan tujuan yang dikemukakan diatas 

dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan sistem akuntansi keuangan daerah : 

1. Akuntabilitas. 

2. Manajerial. 

3. Pengawasan. 

 

2.4 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah 

 Menurut Erlina Rasdianto mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat 

proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi 

dipemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto dalam proses pencatatan yang merupakan salah 

satu proses akuntansi,  

 Akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Erlina Rasdianto ada tiga sistem 

pencatatan yang dapat digunakan yaitu :  

1) Single Entry Sistem pencatatan single entry disebut dengan tata buku tunggal. 

Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat 

ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan 

transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas 

Umum.  

2) Double Entry Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku berpasangan. 

Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan 

mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap pencatatan harus 

menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. 

Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal.  
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3) Triple Entry Sistem pencatatan triple entry adalah sistem pencatatan yang 

menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada 

buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan 

pencatatan pada double entry. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi 

keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry) artinya bahwa 

setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. 

 

2.5 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah 

 Menurut Erlina Rasdianto mengemukakan akuntansi bahwa : “Sistem akuntansi 

keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah 

tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi”.  

 Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahapan-

tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi 

pemerintahan menurut Erlina Rasdianto sebagai berikut : 

1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi 

keuangan tersebut. 

2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal. 

3. Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar. 

4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo 

buku besar neraca saldo. 

5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling up to date. 

6. Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan. 

7. Menyusun laporan keuangan. 

8. Menutup buku besar. 

9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku. 

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dikelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi 

menurut Abdul Halim (2004:42-43) yang digambarkan melalui bagan dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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2.6 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

 Menurut Deddi Nordiawan, Bastian, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah 

meliputi : 

 

1. Pencatatan 

2. Pengikhtisaran 

3. Pelaporan 

Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut : 

 1. Pencatatan. 

a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti 

pencatatan. 

b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. 

c) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam 

akun buku besar.  

 2. Pengikhtisaran  

a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi 

yaitu suatu daftar memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode 

tertentu, diambil dari buku besar. 

b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akunakun pada akhir periode 

yang belum menyajikan informasi yang paling up to date. 

c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu 

penyusunan laporan keuangan. 

d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun 

bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol. 

e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang 

dibuat setelah dilakukan penutupan. 

f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca 

saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.  

 3. Pelaporan  

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas 

pelaporan menyusun laporan keuangan. 
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2.7 Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 A. Kegunaan Anggaran 

 a) Kegunaan anggaran secara umum 

 b) Kegunaan anggaran bagi lembaga Negara.”  

 Kegunaan anggaran secara umum :  

a) Memberi arahan atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga akan 

menjadi terarah pada tujuan yang dikehendaki. 

b) Akan menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan. 

c) Anggaran akan dapat mengharmoniskan atau mensinkronkan antar bagian yang ada 

dalam organisasi. 

d) Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas hanya pada yang penting dan 

perlu. 

e) Anggaran dapat dijadikan alat pengawasan organisasi dengan adanya anggaran maka 

setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur sehingga berbagai tindakan perbaikan 

dapat diambil. 

f) Penggunaan metode, alat, tenaga kerja akan semakin efektif dan efisien sehingga kinerja 

organisasi akan semakin baik dan terarah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisien. 

 Kegunaan anggaran bagi lembaga Negara : 

a) Pengendalian Legislatif (DPR) terhadap eksekutif (President) jika anggaran telah 

diundangkan oleh legislative maka estimasi pengeluaran yang ada dala anggaran akan menjadi 

patokan tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh presiden. Pengeluaran pemerintah diatas batas 

anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai adanya penyimpangan yang harus 

dipertanggungjawabkan di muka MPR. 

b) Pengendalian Eksekutif (Persiden) terhadapa bawahannya (menteri gubernur dan 

seterusnya). presiden melalui APBN yang diundang kemudian akan mengalokasikan kepada 

setiap departemen yang ada, kepada lembaga tinggi Negara, lembaga tertinggi Negara. 

 B. Fungsi Anggaran 

a) Fungsi Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dalam dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan bersama. Jadi, anggaran sangat penting dalam hal menyelaraskan atau 

mengkoordinasi setiap bagian kegiatan. 

b) Fungsi Perencanaan Anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dalam 

masalah unit dan uang suatu perusahaan atau organisasi. 

c) Fungsi Penawaran Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian. 

Pengawasan berarti melakukan evaluasi atau menilai atas pelaksanaan suatu pekerjaan. 

 

A. KESIMPULAN 

 Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang 

selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat Transaksi-

transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode yang 

lain akan diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Data akuntansi yang 

telah dicatat dalam rekening buku besar tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu 

laporan realisasi anggaran , neraca dan catatan atas laporan keuangan. 

 

B. SARAN 

 1. Diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan 

dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat ilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti 
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selanjutnya di harapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten 

dalam kajian saran prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran.  

 

 2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun 

referensi yang terkait dengan saran prasarana pendidikan maupun efektivitas proses 

pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 
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